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1. Visi dan Misi Fakultas
Sosial dan Hukum

Visi Fakultas Sosial dan Hukum:
”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang
Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilimu

Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.

Misi Fakultas Sosial dan Hukum:

1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki
keunggulan kompetitif dengan kemampuan
intelektual dan berpikir secara kritis dan
inovatif dibidang manajemen dan Hukum

2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian masyarakat dalam bidang
manajemen dan Hukum

3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi
pemerintah maupun swasta dan Perguruan
Tinggi baik di dalam maupun di luar
Provinsi Sumatera Utara

4. Membangun tata pamong yang baik.

5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis
penelitian, dan  pengabdian  kepada

masyarakat melalui pemanfaatan teknologi

2. Tujuan Manual
Pengendalian Standar
Proses Penelitian

Memberikan panduan dalam melakukan
pengendalian pelaksanaan standar proses
penelitian di lingkungan Fakultas Sosial dan
Hukum

3. Luas Lingkup Manual
Pengendalian Standar
Proses Penelitian

Mencakup proses analisis penyebab tidak
tercapainya standar proses penelitian dan
pengambilan  tindakan  korektif  terhadap
penyimpangan dari isi standar

4. Defenisi Istilah

1. Pengendalian pelaksanaan standar proses
penelitian adalah kegiatan analisis penyebab
tidak tercapainya isi standar untuk kemudian
dilakukan tindakan koreksi.

2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar
proses penelitian adalah menemukan factor-
faktor yang menyebabkan timbulnya temuan
dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam




penyelenggaraan, Yyang bersumber dari
sumber daya seperti dari sarana prasarana,
manusia dan manajemen, dan atau juga
menemukan peluang-peluang untuk
peningkatan standar proses penelitian

3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian
masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas
temuan dan atau melengkapi
ketidaklengkapan dokumen untuk
kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan
proses penelitian.

5. Langkah langkah
Prosedur Pengendalian
Standar Proses
Penelitian

1. Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi
yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan
pelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar proses
penelitian, atau apabila isi standar proses
penelitian gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap
penyimpangan/kegagalan  ketercapaian isi
standar proses penelitian.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif
yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan
korektif tersebut, misal: apakah kemudian
penyelenggaraan proses penelitian kembali
berjalan sesuai dengan isi standar proses
penelitian.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang
semua hal yang menyangkut pengendalian
standar seperti diuraikan di atas.

6. Laporan proses dari pengendalian standar itu
kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan
perguruan tinggi, disertai saran atau
rekomendasi

6. Kualifikasi Pejabat/
Petugas yang
menjalankan SOP

1. Rektor yang menetapkan tindak lanjut
perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan
laporan proses evaluasi.

2. Ketua LPPM yang memantau tindak lanjut
upaya pengendalian pelaksanaan standar
Proses penelitian

3. Ketua LPMI yang merupakan pengambil
tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran
atau penyimpangan dari pelaksanaan isi
standar proses penelitian

7. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Pedoman  Sistem Penjamin  Mutu
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Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
Pedoman Penulisan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat dari
Kemenristekdikti

Formulir daftar hadir rapat

Notulen rapat

Formulir kesesuaian standar dengan visi
misi, peraturan perundangan

Formulir saran, pendapat dan tanggapan
publik

. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian
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